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ABSTRAK

Saat ini penerbangan merupakan salah satu transportasi yang menjadi
primadona bagi masyarakat untuk berpergian sehingga perusahaan penerbangan
berlomba-lomba untuk menawarkan jasa kepada konsumen untuk memilih jasa
mereka. Namun sebagai pelaku usaha penerbangan kurang memperhatikan
keamanan pada barang bawaan penumpang pada bagasi tercatat maupun bagasi
kabin. Khusus pada bagasi tercatat yang mana masih banyak muncul di media
nasional tentang kehilangan dan atau kerusakan pada bagasi pesawat. Inti pokok
masalah yang diangkat yaitu mengkaji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009
Tentang Penerbangan apakah sudah sesuai implementasinya ketika penumpang
selaku konsumen mengalami kehilangan dan atau kerusakan pada bagasi tercatat
maupun bagasi kabin.

Penelitian ini menggunakan penelitian jenis penelitian normatif (legal
research) yaitu penelitian yang menekankan sumber informasinya dari literatur
hukum, seperti buku-buku yang relevan, dokumen, jurnal, makalah, dan tulisan-
tulisan pada berbagai website yang sesui dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2009 Tentang Penerbangan sebagai objek penelitian. Sifat penelitian ini adalah
deskriptif analitis yang bertujuan menggambarkan suatu keadaan berupa
fenomena penumpang yang mengalami kehilangan dan atau kerusakan pada
bagasi tercatat maupun bagasi kabin ketika sedang berpergian menggunakan
transportasi udara. Berdasarkan hal tersbut maka penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis permasalahan yang dipadukan dengan bahan-bahan hukum dengan
Peraturan Perundang-Undangan.

Pembahasan dan analisis yang telah dilakukan menghasilkan bahwa setiap
penumpang yang mengalami kehilangan dan atau kerusakan barang bawaan pada
bagasi tercatat maupun bagasi kabin tidak perlu mengkhawatirkan barangnya
karena sudah dilindungi oleh Peraturan Perundang-Undangan.

Kata Kunci: Perlindungan Penumpang, Transportasi Udara, Bagasi
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini kehidupan manusia tidak terlepas dari kebutuhan tersier, salah
satunya adalah kendaraan. Angkutan atau kendaraan adalah alat transportasi
yang digerakkan mesin dan dikendalikan oleh manusia yang merupakan sarana
pendukung bagi kemajuan perekonomian suatu negara yang ada diseluruh
dunia.! Transportasi merupakan suatu kebutuhan bahkan keharusan dalam
kehidupan kita sehari-hari, karena kehidupan manusia yang tidak lepas dari
transportasi. Transportasi dibagi menjadi tiga jenis yaitu transportasi darat, laut
dan udara. Pengertian dari transportasi adalah usaha untuk memindahkan
mengangkut menggerakkan atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke
tempat yang lain atau sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal
ketempat tujuan.? Salah satu alat transportasi yang cepat dengan teknologi
paling canggih dan dibandingkan dengan alat transportasi lainnya adalah
transportasi udara.

Transportasi udara adalah angkutan yang menggunakan pesawat terbang

atau helikopter dan udara atau angkasa sebagai jalurnya.? Transportasi udara

! Ahmad Munawar, Dasar-dasar Teknik Transportasi, (Yogyakarta: Beta Offset, 2005),
him. 45.

? |smayanti, Pengantar pariwisata, (Jakarta: Grasindo, 2010), him. 123.

¥ Ahmad Munawar, Dasar-dasar Teknik..., him. 93.



dewasa ini mengalami perkembangan pesat, hal tersebut dapat dilihat dari
banyak perusahaan atau maskapai penerbangan yang melayani jasa
penerbangan ke berbagai rute penerbangan baik domestik maupun
internasional, tak terkecuali di Indonesia. Pengertian dari penerbangan itu
sendiri adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah

udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan,

keselamatan, dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang, dan
fasilitas umum lainnya.* Penerbangan pertama di Indonesia dilakukan oleh
seorang penerbang asal Belanda bernama J.W.E.R Hilger yang berhasil
menerbangkan sebuah pesawat jenis Fokker dalam kegiatan pameran yang
berlangsung di Surabaya pada tahun 1913.> Sejak saat itu transportasi udara
internasional dan khususnya penerbangan di Indonesia terus mengalami
perkembangan yang pesat. Karena penerbangan mengalami kemajuan yang
sangat pesat, maka muncul aturan-aturan yang mengatur tentang penerbangan.
Aturan tentang penerbangan pertama kali muncul di Warsawa, Polandia pada
tanggal 4 Oktober 1929 dan mulai berlaku sejak tanggal 13 Februari 1933.°
Teknologi penerbangan yang semakin maju membuat Konvensi Warsawa
mengalami perubahan. ” Pada tahun 1955 muncul aturan baru untuk

menyempurnakan Konvensi Warsawa yang disebut dengan Protokol Den Haag

* Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tentang

Penerbangan Tahun 2009".

> “Penerbangan dari masa ke masa”, diakses dari

http://hubud.dephub.go.id/?id/page/detail/91 pada tanggal 16 Januari 2016 pukul 20.05

® Konvensi Warsawa 1929 yang meliputi dokumentasi, tanggung jawab, hak dan

kewajiban pengirim kargo, tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang, bagasi dan kargo.

" H.K Martono dan Agus Pramono, Hukum Perdata Udara Internasional dan Nasional,

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hIm.63


https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Wilayah_udara&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Wilayah_udara&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Pesawat_udara
https://id.wikipedia.org/wiki/Bandar_udara
https://id.wikipedia.org/wiki/Angkutan_udara
https://id.wikipedia.org/wiki/Navigasi_penerbangan
http://hubud.dephub.go.id/?id/page/detail/91

1955. Garis besar isi dari Protokol Den Haag adalah meningkatkan besaran
ganti rugi, menyederhanakan dokumen pengangkutan baik tiket penumpang,
tiket bagasi, dan surat muatan udara.®

Kemudian mucul Konvensi Guadalaraja 1961 yang ditandatangani pada 18
September 1961 yang berisi pengaturan dua macam pengangkut. Maksud dari
dua macam pengangkut adalah pengangkut yang membuat perjanjian
(contracting carrier) dengan pengangkut sebenarnya (actual carrier).® Pada
tanggal 8 Maret 1971 muncul Protokol Guatemala City 1971 yang bertujuan
untuk menyempurnakan Konvensi Warsawa 1929. Isi dari Protokol Guatemala
1971 yaitu meningkatkan besaran ganti rugi untuk penumpang yang meninggal
dunia dan meningkatkan besaran ganti rugi untuk bagasi tercatat atau kargo,
serta menyederhanakan dokumen pengangkutan udara internasional agar dapat
menggunakan data elektronika.'

Pada tahun 1975 muncul aturan baru lagi, yaitu Protokol Tambahan
Montreal 1975 Nomor 1,2,3, dan 4. Protokol Tambahan Nomor 1,2,3
mengubah nilai perhitungan ganti rugi dan mata uang yang digunakan. Semula
menggunakan gold francs atau dollar Amerika Serikat diubah dengan
menggunakan Special Drawing Rights (SDR) yang digunakan oleh
International Monetary Funds (IMF) karena nilai dari gold francs atau dollar
Amerika Serikat pada saat itu tidak dapat digunakan sebagai ukuran yang

disebabkan oleh fluktuasi yang tidak stabil.'* Sedangkan Protokol Montreal

® H.K Martono dan Agus Pramono, Hukum Perdata Udara..., him.64.
® Ibid. him.78.

% bid. him.81.

" 1bid. him. 94.



Nomor 4 mengatur tentang perubahan pasal 5 sampai dengan pasal 16 Konvesi
Warsawa 1929 tentang konsep tanggung jawab pengangkut.*

Pada tanggal 28 Mei 1999 disahkan Konvensi Montreal 1999 yang
merupakan konsolidasi naskah yang modern dan harmonisasi dari Konvensi
Warsawa 1929, bertujuan untuk melindungi pengguna jasa transportasi udara
internasional berdasarkan prinsip-prinsip ganti rugi serta dimaksudkan untuk
mengikuti perkembangan ke arah kegiatan pengangkutan udara internasional
yang modern, kelancaran arus penumpang dan kargo.™

Di Indonesia transportasi udara merupakan satu-satunya alternatif yang
cepat dibandingkan dengan transportasi darat karena dianggap lebih efisien dan
ekonomis bagi transportasi antar pulau dan antar daerah terpencil di pulau-
pulau besar.

Dilihat dari segi geografis dan luas wilayah Indonesia, saat ini transportasi
udara banyak dipilih oleh berbagai kalangan masyarakat karena harga yang
terjangkau dan lebih menghemat waktu dibanding transportasi lainnya. Hal ini
dapat dilihat dari peningkatan jumlah penumpang angkutan udara yang cukup
signifikan.* Sampai dengan tahun 2015 terdapat 16 perusahaan atau maskapai
penerbangan yang beroperasi dengan menggunakan pesawat terbang baik
penerbangan perintis maupun niaga.'®> Penerbangan perintis adalah kegiatan

atau usaha awal yang menghubungkan satu tempat yang terisolasi atau

12 H.K Martono dan Agus Pramono. Hukum Perdata Udara..., him. 101-102.

" Ibid. him. 103-104.

Y “Lalu Lintas angkutan udara” , diakses dari
http://hubud.dephub.go.id/?id/llu/index/filter:category,1;tahun,0;bulan,0;airport,0 pada tanggal 20
Desember 2015 pada pukul 16.05 WIB

1> “Daftar Maskapai”, diakses dari http://hubud.dephub.go.id/?id/aoc/index/row:20 pada
tanggal 20 Desember 2015 pada pukul 16.13 WIB



http://hubud.dephub.go.id/?id/llu/index/filter:category,1;tahun,0;bulan,0;airport,0
http://hubud.dephub.go.id/?id/aoc/index/row:20

terpencil dan belum mempunyai sarana perhubungan yang memadai dengan
wilayah lain di dalam dan di atas wilayah Republik Indonesia dengan tujuan
menembus keterisolasian daerah, membantu kelancaran roda administrasi
pemerintah, ekonomi, dan perdagangan.*® Angkutan udara perintis wajib
diselenggarakan oleh pemerintah, dan pelaksanaannya dilakukan oleh badan
usaha angkutan niaga nasional berdasarkan perjanjian dengan pemerintah.
Pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya lahan, prasarana angkutan
udara, keselamatan dan keamanan penerbangan serta kompensasi lainnya.*’
Dilihat dari aspek penyelenggaraan penerbangan, terdapat dua bentuk
kegiatan penerbangan yaitu penerbangan komersil dan penerbangan bukan
komersil. Penerbangan komersil atau niaga merupakan bentuk transportasi
udara yang mengenakan biaya bagi penggunanya. Jenis penerbangan dari aspek
operasionalnya terdiri atas angkutan udara niaga berjadwal dan angkutan udara
tidak berjadwal baik dalam maupun luar negeri atau internasional. Di dalam
ketentuan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
tidak terdapat pengertian dari angkutan niaga berjadwal, meskipun demikian
dapat merujuk kepada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK 13/S/1971
tentang syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan mengenai penggunaan pesawat
terbang secara komersial di Indonesia. Berdasarkan keputusan tersebut
angkutan udara niaga berjadwal adalah penerbangan yang berencana menurut

suatu jadwal perjalanan pesawat udara yang tetap dan teratur melalui rute yang

'8 Yuda Benharry Tangkilisan, Penerbangan Perintis di Indonesia, (Jakarta: Penaku,
2015), him. 13.

7 Agus Pramono, Dasar-dasar Hukum Udara dan Ruang Angkasa, (Bogor: Ghalia
Indonesia, 2011), him.44



telah ditetapkan, kemudian angkutan udara niaga tidak berjadwal yaitu
penerbangan dengan pesawat udara secara tidak berencana.

Pada umumnya angkutan udara niaga berjadwal disediakan bagi
penumpang yang beranggapan bahwa waktu lebih berharga dibandingkan
dengan uang. Pesawat udara akan tinggal landas sesuai dengan jadwal
penerbangan yang ditetapkan meskipun pesawat udara itu belum penuh, karena
penumpang dari angkutan udara ini umumnya diisi oleh orang-orang yang
mempunyai urusan penting (business people).® Sedangkan angkutan udara
niaga tidak berjadwal hanya dapat dilakukan oleh badan usaha angkutan udara
nasional yang telah mendapatkan izin usaha angkutan udara niaga tidak
berjadwal dan dilaksanakan berdasarkan persetujauan terbang. Kegiatan
angkutan udara niaga tidak berjadwal dapat berupa berikut ini:*

a. Rombongan tertentu yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama

bukan untuk tujuan wisata (affinity group).

b. Kelompok penumpang yang membeli seluruh atau sebagian kapasitas
pesawat untuk melakukan paket perjalanan, termasuk pengaturan
akomodasi dan transportasi lokal (inclisive tour charter).

c. Seseorang yang membeli seluruh kapasitas pesawat udara untuk
kepentingan sendiri (own use charter)

d. Taksi udara (air taxi)

e. Kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal lain-lainnya.

¥ H.K. Martono, Hukum Angkutan Udara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), him. 54-55.
1% Agus Pramono. Dasar-dasar Hukum Udara..., him.43



Perusahaan-perusahaan yang melayani jasa penerbangan niaga diantaranya
Garuda, Merpati, Sriwijaya, Citilink, Lion Air dan lain-lain. Sedangkan
penerbangan bukan komersil atau angkutan udara bukan niaga dapat dilakukan
oleh pemerintah daerah, lembaga tertentu, orang perseorangan, dan atau badan
usaha Indonesia lainnya. Kegiatan udara bukan niaga yaitu, angkutan udara
untuk kegiatan kendaraan, untuk kegiatan pendidikan dan atau pelatihan
personel pesawat udara dan kegiatan pokoknya bukan usaha angkutan udara
niaga.”

Banyaknya perusahaan maskapai penerbangan yang ada di Indonesia
membuat persaingan yang ketat untuk mendapatkan penumpang sehingga
mereka berpikir dengan berbagai macam cara untuk menarik minat
penumpang. Salah satu cara untuk menarik minat penumpang yaitu dengan
menawarkan tarif yang lebih murah. Disisi lain, dengan tarif yang murah
dikhawatirkan akan mengurangi kualitas pelayanan (service), bahkan yang
lebih  mengkhawatirkan lagi adalah berkurangnya kualitas pemeliharaan
(maintenance) pesawat sehingga rawan terhadap keselamatan penerbangan
sehingga akan berdampak kurang baik terhadap keamanan, kenyamanan dan
perlindungan konsumen.?! Semua hal-hal tersebut merupakan satu kesatuan
yang tidak dapat dipisahkan. Keselamatan diartikan kepada hal-hal yang

mencakup keselamatan penerbangan yang selalu berhubungan dengan aspek

keamanan penerbangan. Aspek keamanan penerbangan yaitu bagaimana

% Agus Pramono. Dasar-dasar Hukum Udara..., him.44.

2L E. Saefullah Wiradipradja, “Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Terhadap
Penumpang Menurut Hukum Udara Indonesia” (Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis Vol 25, 2006) him.
5-6.


https://id.wikipedia.org/wiki/Keselamatan_penerbangan
https://id.wikipedia.org/wiki/Keamanan_penerbangan

maskapai penerbangan menjaga penumpang dan atau barang bawaan semua
penumpang yang ada bagasi pesawat dan penumpang selamat sampai ditempat
tujuan. Bagasi berdasarkan terminologi pada pengangkutan udara terdapat dua
macam Yyaitu bagasi tercatat dan bagasi kabin. Bagasi tercatat dan kabin
dibedakan sebagai berikut:?

a. Bagasi tercatat adalah barang bawaan penumpang yang diserahkan oleh
penumpang kepada pengangkut untuk diangkut dengan pesawat udara
yang sama.

b. Bagasi kabin adalah barang yang dibawa oleh penumpang dan berada
dalam pengawasan penumpang sendiri.

Keamanan pesawat udara dan penumpang di bandar udara relatif tinggi,
namun keamanan dalam pelayanan bagasi masih relatif rendah. Hal ini dapat
dilihat dari masih banyaknya penumpang kehilangan barang (bagasi) mereka.
Sebagai contoh kasus hilangnya isi koper yang terjadi pada salah satu maskapai
penerbangan niaga yang menggemparkan media-media nasional, yaitu
hilangnya isi tas yang bernilai kurang lebih 500 juta rupiah pada tahun 2014.
Seorang penumpang maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT105
kehilangan isi tasnya ketika berpergian dari Pontianak menuju Jakarta.
Kehilangan atau kerusakan bagasi pada kegiatan transportasi udara

menunjukkan bahwa pengangkut tidak memenuhi kewajibannya dengan baik

%2 Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan, Bab 1, Pasal 1 angka 24 dan angka 25.

% http://pontianak.tribunnews.com/2014/01/05/ini-kronologi-pencurian-bagasi-berisi-
perhiasan-milik-istri-perwira-polda diakses pada tanggal 5 Desember 2016 pukul 21.00 WIB



http://pontianak.tribunnews.com/2014/01/05/ini-kronologi-pencurian-bagasi-berisi-perhiasan-milik-istri-perwira-polda
http://pontianak.tribunnews.com/2014/01/05/ini-kronologi-pencurian-bagasi-berisi-perhiasan-milik-istri-perwira-polda

dan benar, sehingga dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi. Beberapa

hal wanprestasi pada kegiatan transportasi udara adalah:*

a.

e.

f.

Kecelakaan pesawat yang mengakibatkan penumpang meninggal dunia
atau cacat;

Penundaan penerbangan atau delay;

Keterlambatan;

Kehilangan atau kerusakan barang milik bagasi penumpang;

Pelayanan yang kurang memuaskan;

Informasi tentang produk jasa yang ditawarkan dan lain-lain;

Beberapa masalah yang sudah disebutkan diatas mengenai kehilangan atau

kerusakan barang milik penumpang merupakan hal yang sering terjadi.

Berkaitan dengan itu penulis ingin meneliti siapa saja pihak-pihak yang terkait,

syarat-syarat yang harus dipenuhi dan bagaimana pemenuhan hak dan

kewajiban para pihak, serta ketentuan-ketentuan lain dalam pelaksanaannya

jika barang penumpang hilang dan atau rusak serta memberikan gambaran

tentang perlindungannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009

tentang Penerbangan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

? Harry Fauzi, “Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Terhadap Kerugian Barang
Bagasi Tercatat Penumpang pada Penerbangan Domestik” (Studi Pada PT. Garuda Indonesia
Airlines Medan), USU Journal Law Vol 4, Medan, 2016, him.142
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1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap penumpang yang barang
bawaannya hilang dan atau rusak pada bagasi tercatat pada transportasi
udara niaga berjadwal?

2. Apa upaya hukum yang dapat ditempuh bagi penumpang yang
mengalami kehilangan dan kerusakan barang bawaannya yang ada di

bagasi tercatat pada transportasi udara niaga berjadwal?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, peneliti mempunyai tujuan sebagai

berikut:

1. Untuk menjelaskan ketentuan-ketentuan yang seharusnya berkenaan
dengan perlindungan terhadap penumpang yang mengalami kerugian
atas kehilangan dan rusaknya bagasi tercatat pada transportasi udara
niaga berjadwal dalam negeri.

2. Untuk mengetahui kompensasi yang diberikan oleh maskapai
penerbangan kepada penumpang yang dirugikan sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:
1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat
dan wawasan ilmu pengetahuan bagi penyusun pribadi dan pihak lain

yang secara langsung maupun yang tidak terkait dengan penelitian ini.
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2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan
secara umum dan kontribusi dibidang hukum, terutama yang berkaitan
dengan perlindungan terhadap penumpang maskapai penerbangan

sebagai yang dirugikan.

D. Telaah Pustaka

Kajian dan penelitian yang berkaitan dengan penerbangan khususnya
tentang perlindungan terhadap penumpang telah banyak dituangkan kedalam
beberapa tulisan, buku, bahkan penelitian-penelitian lain. Akan tetapi, kajian
dan penelitian tentang Analisis hukum terhadap perlindungan barang bawaan
penumpang maskapai penerbangan masih jarang dibahas. Untuk megetahui
posisi penyusun dalam penelitian ini, maka dilakukan review terhadap
beberapa penelitian terdahulu yang ada kaitannya atau relevansinya dengan
masalah pada tulisan yang menjadi objek penelitian.

Untuk menghindari terjadinya kesamaan dalam pembahasan dengan
penelitian yang ada sebelumnya, maka penyusun akan memaparkan ulasan dan
kajian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Berdasarkan karya tulis tesis Ahmad Zazili, S.H yang berjudul
“Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang pada Transportasi Udara Niaga
Berjadwal Nasional”, mengkaji tentang pengaturan mengenai perlindungan

hukum bagi penumpang pengguna jasa transportasi udara niaga nasional
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berjadwal, serta upaya hukum bagi penumpang yang dirugikan oleh perusahaan
transportasi udara niaga berjadwal nasional.?

Karya tulis yang kedua yaitu skripsi Adriany M.F. Hasibuan yang berjudul
“Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Pesawat Udara berdasarkan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 dalam hubungannya dengan standar Tarif Tiket
di Indonesia”, yang mengkaji tentang larangan maskapai penerbangan untuk
menentukan tarif yang lebih rendah dari referensi, akan tetapi lebih pada upaya
pengawasan dan keselamatan dengan ancaman sanksi mencabut rute
penerbangan bagi yang melanggarnya.?® Dalam karya tulis ini lebih spesifik
membahas tentang aturan tarif dasar tiket maskapai penerbangan.

Selanjutnya karya tulis yang ketiga, skripsi karya Dita Afrodita S. S.H
yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Hak Penumpang
Pesawat Udara pada PT Lion Air Medan”, yang mengkaji tentang bagaimana
penyelenggaraan perjanjian pengangkutan udara yang dilaksanakan PT.Lion
Air Medan, serta perlindungan hak terhadap penumpang pesawat udara
menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan

Peraturan Menteri Nomor PM 77 Tahun 2011, dan bagaimana tanggung jawab

maskapai penerbangan PT. Lion Air terhadap penumpang pesawat udara.”’

% Ahmad Zazili, “Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang pada Transportasi Udara

Niaga Berjdwal Nasional”, Tesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2008.

% Adriany M.F. Hasibuan, “Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Pesawat Udara
berdasarkan UU No.8 Tahun 1999 dalam hubungannya dengan standar Tarif Tiket di Indonesia”,
Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2009.

%" Dita Afrodita S., “Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Hak Penumpang Pesawat
Udara pada PT Lion Air Medan”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2015.
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Kerangka Teori

Setelah masalah dirumuskan, maka selanjutnya adalah mencari teori-teori,

konsep-konsep dan generalisasi yang dapat dijadikan landasan teoritis

penelitian yang akan dilakukan. Landasan ini perlu ditegakkan agar sebuah

penelitian yang dilakukan mempunyai dasar yang kuat dan bukan sekedar

coba-coba.?® Teori yang dapat digunakan adalah:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi
manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut
diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak
yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum
adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak
hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik
dari ancaman dan gangguan dari pihak manapun. ?° Pengertian
perlindungan hukum yang lainnya menurut Philipus M. Hadjon bahwa
perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan yang bersifat preventif
dan represif.*

Perlindungan hukum yang preventif yakni bentuk perlindungan hukum
dimana rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau

pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah untuk mendapat bentuk

him. 18

%8 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006),

 Satjipto Raharjo, llmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), him. 54.
% philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya: PT. Bina

llmu, 1987), him. 2.
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definitif, dengan kata lain untuk mencegah terjadinya sengketa. Sedangkan
perlindungan hukum represif bersifat sebaliknya, yaitu bertujuan untuk
menyelesaikan sengketa. Jadi perlindungan hukum adalah perlindungan
akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia
yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum
dari segi kesewenangan yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal

lainnya.

2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan

Dasar hukum yang mengatur tentang penerbangan yaitu diperkuat
dengan disahkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 Tentang
Penerbangan. Undang-undang ini bertujuan untuk mewujudkan wawasan
nusantara serta memantapkan ketahanan nasional, diperlukan sistem
transportasi nasional yang memiliki posisi penting dan strategis dalam
pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan. Salah satu bentuk
dari tujuan tersebut dapat dilihat dari segi penerbangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
diatur mengenai tanggung jawab pihak maskapai penerbangan. Pasal 1
angka 2 Undang-Undang No.1 Tahun 2009 mengatur pengertian tanggung
jawab pengangkut (air carrier’s liability) yaitu :

“Tanggung Jawab Pengangkut adalah kewajiban perusahaan angkutan
udara untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau

pengirim barang serta pihak ketiga.
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Perusahaan penerbangan juga menghadapi risiko tanggung jawab
hukum (legal liability risk) yang diajukan oleh penumpang dan atau
pengirim barang maupun oleh pihak ketiga. Pada hakikatnya transportasi
udara adalah perjanjian timbal balik secara lisan maupun tertulis antara
perusahaan-perusahaan penerbangan dengan penumpang dan atau
pengirim barang. Perusahaan penerbangan dapat meningkatkan diri untuk
mengangkut penumpang dan atau barang, sedangkan penumpang dan atau
pengirim barang mengikatkan diri untuk membayar ongkos transportasi
yang sesuai dengan rute yang dituju sebagai imbal jasa.

Perusahaan penerbangan maupun penumpang dan atau pengirim barang
masing-masing mempunyai hak dan kewajiban.*' Penumpang dan atau
pengirim wajib membayar transpotasi udara yang merupakan hak bagi
perusahaan penerbangan dan sebaliknya perusahaan penerbangan
mempunyai kewajiban mengangkut penumpang dan atau barang sampai di
tempat tujuan dengan selamat maka perusahaan penerbangan bertanggung
jawab memberi ganti kerugian yang diderita oleh penumpang dan atau
pengirim barang. Perusahaan penerbangan dapat digugat perdata di depan
pengadilan oleh penumpang dan atau pengirim barang. Risiko tanggung
jawab hukum perusahaan penerbangan tidak terbatas pada gugatan yang
diajukan oleh pihak ketiga di permukaan bumi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Risiko tanggung jawab hukum

terhadap pihak ketiga tidak dapat diremehkan oleh perusahaan

31 H.K. Martono, Hukum Penerbangan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2009 Bagian Pertama, (Bandung : Mandar Maju, 2009), him. 47
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penerbangan karena kemungkinan dapat digugat tidak terbatas (unlimited

liability).

3. Perjanjian

Hukum perjanjian adalah bagian dari hukum perdata yang berlaku di
Indonesia. Suatu perjanjian adalah suatu persetujuan yang diakui oleh
hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan yang sangat pokok dalam
dunia usaha, dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang seperti
jual beli barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan barang,
pembentukan organisasi usaha, dan menyangkut juga tenaga kerja.*

Di dalam Pasal 1313 KUHPerdata menyebutkan “Perjanjian adalah
suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih untuk mengikatkan dirinya
terhadap satu orang atau lebih”. Selanjutnya dalam pasal 1320
KUHPerdata menyebutkan suatu perjanjian dapat dikatakan dengan sah
apabila:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
b. Kecakapan membuat suatu perjanjian

c. Suatu hal tertentu

d. Suatu sebab yang halal

Dari uraian tentang pengertian perjanjian diatas, dapat ditarik
kesimpulan bahwa dalam suatu perjanjian sekurang-kurangnya terdapat

melahirkan hubungan hukum diantara mereka.

%2 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perjanjian, (Bandung: P.T. Alumni, 2013), him. 93.
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F. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah metode yang akan diterapkan dalam penelitian
yang akan dilakukan, apakah memakai metode pendekatan bersifat normatif
(legal research). ** Agar penelitian ini berjalan dengan lancar serta
memperoleh data dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka
penelitian ini perlu menggunakan suatu metode tertentu. Metode yang akan
dilakukan dalam penelitian ini antara lain:
1. Jenis penelitian
Penelitian ini didukung dengan penelitian pustaka (library research),
yaitu penelitian yang menekankan sumber informasinya dari literatur
hukum, seperti buku-buku yang relevan, dokumen, jurnal, makalah, dan

tulisan-tulisan pada berbagai website yang sesuai dengan objek penelitian.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan
untuk menggambarkan suatu keadaaan berupa fenomena sosial, praktik,
dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat.>* Dalam hal ini penyusun akan
menguraikan secara sistematis tinjauan terhadap perlindungan barang
bawaan penumpang maskapai penerbangan yang berpedoman pada

undang-undang nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan.

%3 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002),
him. 17.
% Koentjaraningrat, Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: Gramedia, 1985), him. 19.
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3. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu
penelitian untuk menemukan doktrin-doktrin atau asas-asas hukum. Dalam
penelitian ini penulis mencoba memahami kasus kehilangan dan rusaknya
barang bawaan penumpang yang dibawa dalam perjalanan menggunakan

jasa penerbangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah riil yang sangat dibutuhkan
sehubungan dengan referensi yang sesuai dengan objek. Dalam
penyusunan ini dilakukan langkah-langkah pengambilan data sebagai

berikut:

a. Sumber Primer

Bahan primer dalam penulisan ini adalah bahan yang diambil
dari hukum positif Indonesia yang berupa KUHPerdata dan
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan.
b. Sumber Sekunder

Adapun bahan sekunder adalah bahan yang diambil dari buku-
buku, literatur yang berhubungan dengan penerbangan, seperti
buku-buku yang relevan, dokumen, jurnal, makalah, dan tulisan-

tulisan pada berbagai website.
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G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini ditujukan agar dapat memberikan gambaran
mengenai isi dari penelitian ini. Skripsi ini terdiri dari empat bab, yaitu:

Bab | Pendahuluan, dalam bab ini memberikan penjelasan secara umum
mengenai penelitian ini secara garis besar. Selain itu diuraikan juga masalah
dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka
teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Pendahuluan ditulis
agar pembaca dapat mengerti secara umum dan merasa tertarik untuk
mengetahui apa yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Bab Il Tinjauan Umum. Bab ini berisi penjelasan tentang Perlindungan
Hukum, Perjanjian, Undang-Undang nomor 1 tahun 2009 tentang
penerbangan, hak-hak dan penumpang, serta bagasi dan barang bawaannya.

Bab I1l yaitu kerusakan dan kehilangan barang bawaan pada maskapai
penerbangan. Bab ini berisi tentang perlindungan hukum bagi penumpang
ketika barang bawaan mengalami kerusakan dan kehilangan berdasarkan UU
No. 1 tahun 2009, UU No. 8 tahun 1999 dan Peraturan Menteri yang
berkolerasi.

Bab IV yaitu Upaya hukum oleh korban ketika barang bawaan mengalami
kerusakan dan kehilangan, bab ini berisi tentang upaya hukum ketika barang
bawaan mengalami kerusakan dan kehilangan.

Bab V Penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan mengenai pokok
permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya dan saran-saran dari hasil

penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil dari pemaparan dalam penelitian skripsi pada
bab-bab sebelumnya mengenai “Pelindungan Terhadap Penumpang Atas

Hilang dan Rusaknya Barang Bawaan Pada Maskapai Penerbangan Dalam

Kajian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan”,

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap penumpang atas keamanan dan
keselamatan barang bawaan pada bagasi tercatat berdasarkan
penelitian yang yang telah dilakukan vyaitu hal yang wajib
dilaksanakan oleh setiap pengangkut untuk melindungi penumpang
dan barang bawaan pada bagasi tercatat agar tidak mengakibatkan
kerugian penumpang dan barang bawaan pada bagasi tercatat.
Berdasarkan pasal 144 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang
diderita oleh penumpang karena bagasi tercatat hilang, musnah atau
rusak uang diakibatkan oleh kegiatan angkutan udara selama bagasi
tercatat dalam pegawasan pegangkut. Dalam penjelasan pasal 144
bahwa yang dimaksud dengan “dalam pegawasan pengangkut” adalah

sejak barang diterima oleh pengangkut pada saat pelaporan (check-in)
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sampai dengan barang tersebut diambil oleh penumpang di bandar
udara tujuan. Sedangkan untuk bagasi kabin, salam pasal 143
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
menyebutkan bahwa pengangkut tidak bertanggung jawab untuk
kerugian karena hilang atau rusaknya bagasi kabin kecuali apabila
penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan
oleh tindakan pengangkut atau orang yang dipekerjakannya. Jumlah
ganti kerugian untuk bagasi kabin ini ditetapkan setinggi-tingginya
sebesar kerugian nyata penumpang. Di Indonesia hukum positif yang
memberikan perlindungan hukum terhadap penumpang transportasi
udara vyaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan dan mengenai tanggung jawab angkutan udara beserta
besarnya jumlah ganti rugi pada pengangkutan udara diatur pada
Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab
Angkutan Udara serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen. Dengan demikian perlindungan sudah
diberikan kepada penumpang ketika barang bawaan pada bagasi
tercatat maupun bagasi kabin yang rusak dan hilang sudah sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam prosedur pengajuan klaim bagasi penumpang yang hilang
maupun rusak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan terdapat pada Pasal 174 ayat (1) Undang-Undang No 1

Tahun 2009 tentang Penerbangan Udara yang menyebutkan bahwa
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“Klaim atas kerusakan bagasi tercatat harus diajukan pada saat bagasi
tercatat diambil oleh penumpang” selanjutnya penumpang melaporkan
kehilangan bagasi ke bagian Lost and Found Baggage Claim dan
mengisi  Property Irregularity Report (Surat keterangan tentang
kehilangan bagasi) juga formulir klaim.

Pengajuan klaim ini berupa upaya hukum yang dapat ditempuh

oleh penumpang untuk penyelesaian sengketanya yaitu:

a. Non Litigasi, adalah proses penyelesaian sengketa diluar
pengadilan yang diselenggarakan untuk  mencapai
kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan
atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan
terjadi kembali kerugian yang diderita.

b. Litigasi, adalah proses dimana seseorang individu atau
badan membawa sengketa kasus ke pengadilan atau
pengaduan dan penyelesaian tuntutan atau penggantian atas
kerusakan. Proses pengadilan juga dikenal sebagai tuntutan
hukum dan istilah biasanya mengacu pada persidangan
pengadilan sipil. Mereka digunakan ketika sengketa atau
keluhan tidak bisa diselesaikan dengan cara lain. Proses
penyelesaiannya mengacu pada ketentuan tentang peradilan
umum. Sengketa yang terjadi dan diperiksa melalui jalur
litigasi akan diperiksa dan diputus oleh hakim. Melalui

sistem ini tidak mungkin akan dicapai solusi yang
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memperhatikan kedua belah pijak (win-win solution) karena
hakim harus menjatuhkan putusan dimana salah satu pihak
akan menjadi pihak yang menang dan pihak yang lain

menjadi kalah.

Bagasi penumpang dinyatakan hilang oleh pihak maskapai
sampai 14 hari terhitung sejak tiba di tempat tujuan serta
dilakukannya pencarian oleh pihak maskapai. Bentuk tanggung
jawab hukum maskapai penerbangan terhadap kehilangan bagasi
tercatat dalam angkutan udara dilakukan oleh maskapai
penerbangan dengan memberikan ganti rugi menurut Pasal 5 ayat
(1) Keputusan Menteri Perhubungan No.77 Tahun 2011 tentang
Tanggung Jawab Angkutan Udara menetapkan bahwa besarnya
ganti rugi bagasi tercatat adalah setinggi-tingginya Rp.200.000,00

tiap kilogram dan maksimal Rp.4.000.000,00 per bagasi.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka ada beberapa saran yang harus
disampaikan. Saran tesebut untuk:
a. Penumpang
Para penumpang pengangkutan udara perlu memperhatikan dan
mengetahui peraturan-peraturan yang berlaku dan ditetapkan dalam

hukum positif Indonesia agar penumpang mengetahui hak-haknya agar
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tidak dirugikan, dan juga memperhatikan peraturan yang ada juga
tertera di tiket penumpang tersebut, agar para penumpang yang
menggunakan transportasi udara supaya mengepak barang bagasi
tercatat dengan sebaik mungkin dan membuat tanda kode terhadap
barang bagasi tercatat yang mudah pecah atau rusak. Penumpang
sebagai pengguna jasa pengangkutan seharusnya lebih sadar akan
barang bawaan atau bagasi yang akan dibawa. Dalam melakukan
perjanjian atau pembelian tiket sebuah maskapai seharusnya
penumpang mengetahui apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya
apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan dalam perjalanannya.
Dalam hal bagasi kabin penumpang harus dapat menjaga keamanan
barang yang dibawanya karena tanggungjawab berada pada
penumpang itu sendiri. Untuk bagasi tercatat apabila terjadi kehilangan
atau kerusakan, penumpang harus mengetahui apa saja yang menjadi

hak dan tanggung jawabnya.

b. Pihak Maskapai Penerbangan

Pihak pengangkutan wudara sebagai penyelenggara jasa
angkutan transportasi udara sebaiknya memberikan sosialisasi kepada
masyarakat/penumpang mengenai Undang-Undang, dan peraturan
yang berlaku bagi penerbangan. Penumpang maskapai penerbangan

masih banyak yang belum megetahui tentang peraturan penerbangan
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khususnya ketika mengalami kejadian kehilangan atau kerusakan pada

barang bawaan.

c. Pemerintah

Pemerintah juga harus mengadakan sosialisasi tentang aturan-
aturan penerbangan yang ada di Indonesia. Selain pemerintah, Kementrian
Perhubungan perlu mengadakan sosialisasi juga tentang Peraturan Menteri
Perhubungan tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara
dengan cara menginformasikan kepada penumpang tentang prosedur
bagaimana ketika penumpang mengalami hal-hal yang dirugikan oleh
pihak maskapai penerbangan seperti kehilangan atau kerusakan barang
bawaan, keterlambatan penerbangan, tidak terangkutnya penumpang dan

barang bawaan.
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